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Abstrak

P enelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fak tor-faktor yang memp engaruhi nil ai infor masi
pelap oran keua ngan peme rintah dae rah pada sat uan kerja pera ngkat dae rah di Kabu paten Pesa waran.
Melalui analisis data kuantitatif, penelitian ini menemukan bahwa kuali tas sumber daya man usia,
pema nfaatan tekn ologi inform asi, dan sis tem pengen dalian internal seca ra signifikan mempengaruhi
nil ai inform asi pelapo ran keuangan. Hasil pe nelitian ini memberikan implikasi penting bagi
pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Kata Kunci : satu an ker ja perangkat daerah, kualit as su mber da ya man usia, tek nologi
info rmasi,

PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan di pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan
transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Dengan memberikan informasi
terperinci tentang kegiatan keuangan dan kinerja pemerintah, laporan keuangan membantu para
pemangku kepentingan, termasuk warga negara, pejabat terpilih, dan kreditor, membuat keputusan
yang tepat. Selain itu, pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu dapat meningkatkan
kredibilitas pemerintah dan kemampuannya untuk menarik investasi dan mengamankan pendanaan
untuk proyek-proyek penting. Dengan cara ini, pelaporan keuangan memainkan peran penting
dalam mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan menumbuhkan kepercayaan publik
terhadap lembaga-lembaga pemerintah daerah.
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Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat transparansi dan pengawasan,
yang memungkinkan terdeteksinya potensi penipuan, pemborosan, atau salah urus dana.Hal ini
terutama penting untuk memastikan uang pembayar pajak digunakan secara efisien dan efektif
untuk kepentingan masyarakat.Tanpa pelaporan keuangan yang akurat, akan sulit bagi para
pemangku kepentingan untuk meminta pertanggungjawaban pejabat pemerintah dan memastikan
bahwa sumber daya publik digunakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pentingnya
pelaporan keuangan tidak dapat dilebih-lebihkan dalam ranah tata kelola pemerintahan dan
administrasi publik yang baik.

Terkait denga n hal itu, pem erintah telah menet apkan regulasi yang mewaj ibkan setiap
instansi pemerintah sebagai peny elenggara pemeri ntahan untuk mem pertanggungjawabkan
pelaksana an tugas dan fungsinya kepada pe mberi amanat. Pertang gungjawaban ters ebut
me rup akan ben tuk aku ntabi litas penyele nggara peme rintahan atas kew ena n gannya dal am
me ngelola sumber daya yang ada .

Kuntabilitas merupakan bentuk kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan sebelumnya , melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanaan secara
periodik(Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah
pusat maupun daerah merupakan tujuan penting dalam reformasi akuntansi dan administrasi
sektor publik. Salah satu pilar utama pere konomian suatu daerah adal ah adanya akuntabilitas dari
para pemangku kekuasaan yang terpercaya dan bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya
publik yang diberikan masyarakat dalam membiayai pembangunan dan berjalannya roda
pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
disebutkan bahwa pemerintah daerahbertanggung jawab untuk mempublikasikan informasi
keuangan dalam bentuk laporan keuangan dalam satu periode kepada para pemangku
kepentingan. Banyak pihak yang membutuhkan informasi dalam laporan keuangan yang
dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan . Oleh
karena itu, informasi terse but harus bermanfaat bagi para pemakai. Infor masi akan berman faat
kalau infromasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat
kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Esuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertangungjaw aban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun
dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-
prinsip akuntansi yang ditetapkan dlam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih akuntabel dan semakin
diperlakukannya peningkatan kualitas laporan keuan gan.

Untuk mengetahui kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, diperlukan peilaian
yan g dilaku kan o leh le mbaga negara yang kompeten. Pem erintah tela h meng gariskan bah wa
se suai Peraturan Pem erintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Penge ndalian Inte rn
Pem erintah (S P IP), setidaknya ada dua tugas peting yang diamanatkan ke pada Badan
Peng awasan Keu angan d an Pemban gunan (B PKP) ya iu (1) melaku kan pen gawasan ter hadap
akunta bilitas keua ngan nega ra/daer ah, dan (2) melak ukan pem binaan d alam penyel enggaraan

siste m penge ndalian inte rn.

7485



JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA

W
https://jicnusantara.com/index.php/jiic ’& L3
Vol : 1 No: 10, Desember 2024 ‘ V

E-ISSN : 3047-7824

Selain itu, dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nom or 4 Ta hun 2011
ten tang Per cepatan Peningka tan Kuali tas Akun tabilitas Keuang an Neg ara da n Inpr es Nom or 1
Tah un 2013 tenta ng Ak si Pence gahan dan Pemb erantasan Ko rupsi. Tahun 2013 BPKP se cara
konsisten melaksanakan pengawasan terhadap program/keahlian lintas sek toral,
keben daharaan umum negara/daerah dan ke giatan pengaw asan lainnya atas pe nugasan
presi den. BP KP sec ara ru tin ju ga mela kukan peng awasan akunta bilitas keu angan da erah di
ber bagai wil ayah pr ovinsi di In donesia.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan
1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Istilah kualitas SDM Dberasal dari kata job performance atau actual
performane (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang).
Hal ini sejalan dengan pendapat Mangkunegara yang mengemukakan bahwa, kualitas
(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang
pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya .

Kualitas SDM adalah sesuatu yang penting bagi instansi, khususnya kualitas
pegawai yang bisa membawa Perusahaan pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Baik
atau buruknya kualitas sumber daya manusia dapat berpengaruh pada baik buruknya
kualitas sumber daya manusia instansi.

Kualitas SDM bisa mempengaruhi berlangsungnya kegiatan suatu organisasi
perusahaan, semakin baik kualitas sumber daya manusia yang ditunjukan oleh para
pegawai akan sangat membantu dalam perkembangan organisasi atau Perusahaan tersebut.

Menurut Sutrisno(Sutrisno (2010: 65) indikator pengukuran pengembangan sumber daya
manusia adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan; yaitu pemberian kesempatan bagi setiap pegawai untuk mendapatkan
Pendidikan sesuai dengan divisi yang ditekuni.

b. Pelatihan; yaitu pemberian kesempatan bagi setiap pegawai untuk mengembangkan
potensi karir pegawai dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu

2. Regulasi dan Kebijakan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan
transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten
Pesawaran menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun
Anggaran 2023 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota harus membuat pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK.
Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan dari Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
(SAPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi
Pemerintahan yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Pasal
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1 Ayat (26) menyatakan SKPKD selaku Entitas Pelaporan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan dan
dalam Pasal 5 Ayat (2) menyatakan penyajian laporan keuangan terdiri dari Laporan
Realisasi APBD, Laporan Perubahan Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca,
Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran merupakan Laporan
Keuangan Konsolidasian dari Laporan Keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), disusun untuk menyediakan informasi yang
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode
pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran terutama
digunakan untuk membandingkan realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dengan
anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan
efisiensi Pemerintah Kabupaten Pesawaran, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap
peraturan perundang- undangan serta disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang
mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Menjelaskan transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi tuntutan Masyarakat
guna membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance )( Hess
2007). Silver menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dasar untuk mengetahui (basic
right to know) dan mendapatkan informasi perihal apa yang dilakukan pemerintah, serta
mengetahui bagaimana organisasi menjalankan oprasionalnya.

Pelaporan keuangan di sector public merupakan bentuk wujud dan realisasi
pengaturan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang transparan agar
mencapai good governance. Pemerintah menyebarluaskan laporan keuangan yang dipakai
sebagai dasar untuk pengambilan Keputusan untuk para pengguna yang membutuhkan
informasi mengenai laporan keuangan untuk masyarakat, pemerintah, para wakil rakyat,
lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa. Cara untuk mewujudkan good governance yaitu
dengan melakukan perbaikan dalam laporan keuangan, pemerintah harus bias
menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan keterbukaan pada
publik, sebab kegiatan yang dilakukan pemerintah merupakan rangka dalam melaksanakan
amanat dari masyarakat

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi laporan keuangan Pemerintah Provinsi
Lampung, Pesawaran terutama melibatkan analisis kuantitatif, menggunakan teknik regresi linier
ganda untuk menilai berbagai faktor yang mempengaruhi pengungkapan keuangan. Studi ini
menggunakan metode sampling yang bertujuan, dengan fokus pada laporan keuangan pemerintah
daerah (LKPD, untuk mengevaluasi dampak variabel seperti pendapat audit, temuan audit, dan
karakteristik pemerintah daerah pada tingkat pengungkapan. Selain itu, penerapan Standar
Akuntansi Pemerintah dan efektivitas sistem pengendalian internal diperiksa sebagai penentu
penting dalam penyusunan laporan keuangan ini. Analisis ini juga mempertimbangkan pengaruh

7487



JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA * *
https://jicnusantara.com/index.php/jiic

Vol : 1 No: 10, Desember 2024 ﬁ
E-ISSN : 3047-7824

langkah-langkah legislatif dan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan, semakin
memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi keuangan dalam
pemerintahan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung,
merupakan dokumen penting yang mencerminkan kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah
daerah. Kualitas laporan keuangan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk
karakteristik pemerintah daerah, kepatuhan terhadap standar akuntansi, dan transparansi dalam
pengungkapan informasi keuangan.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah
penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP). Penerapan SAP yang baik dapat meningkatkan
kualitas informasi dalam laporan keuangan, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat
mengenai kondisi keuangan daerah. Penelitian menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan
akuntansi berbasis akrual cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih transparan dan
akuntabel. Namun, meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi melalui penerapan
akuntansi berbasis akrual, masih terdapat tantangan dalam hal kesiapan dan pemahaman aparat
pemerintah daerah mengenai standar ini.

Selain itu, karakteristik pemerintah daerah, seperti ukuran dan kompleksitas organisasi, juga
berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa
pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar cenderung lebih transparan dalam
pengungkapan laporan keuangan mereka. Hal ini juga didukung oleh temuan bahwa daerah dengan
pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi memiliki insentif untuk melakukan pengungkapan
yang lebih lengkap, sehingga meningkatkan akuntabilitas.

Audit juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil
audit yang baik dapat mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki laporan keuangan mereka
dan meningkatkan transparansi. Sebaliknya, hasil audit yang buruk dapat mengakibatkan kurangnya
pengungkapan informasi keuangan kepada publik. Oleh karena itu, penting bagi Pemda Kabupaten
Pesawaran untuk memperhatikan hasil audit dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan untuk
meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka.

Dalam konteks Kabupaten Pesawaran, upaya untuk meningkatkan kualitas laporan
keuangan harus melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi
informasi yang efektif, dan komitmen dari pimpinan daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip good
governance. Dengan demikian, laporan keuangan Pemda Kabupaten Pesawaran dapat
mencerminkan kinerja yang lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat akan transparansi dan
akuntabilitas.

KESIMPULAN

Laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh beberapa
faktor kunci, termasuk kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan
penggunaan teknologi informasi, yang secara kolektif meningkatkan kualitas pelaporan keuangan
dan kinerja karyawan. Selain itu, pendapatan pemerintah daerah (PAD) dan dana transfer
memainkan peran penting dalam alokasi belanja modal, meskipun dampaknya terhadap
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pengeluaran aset tetap tampak terbatas. Selain itu, pendapatan daerah secara signifikan
mempengaruhi kinerja keuangan, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat, menyoroti pentingnya manajemen pendapatan yang efektif. Faktor-
faktor seperti pendapat audit, independensi, dan kekayaan regional juga berkontribusi pada
transparansi dan akuntabilitas pengungkapan keuangan, penting untuk membangun kepercayaan
publik. Secara keseluruhan, elemen-elemen ini menggarisbawahi interaksi yang kompleks antara
praktik manajemen keuangan dan hasil tata kelola daerah di Pesawaran
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